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Pasal 76

(1) Permohonan mengajukan APB sebagaimana dimaksud pada
Pasal 75 ayat (1) huruf a, harus melampirkan :

formulir permohonan pengajuan APB;

surat keterangan kehilangan SLF dari Kepolisian:
bukti pengumuman kehilangan SLF di media cetak:
fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku; dan
surat bukti kepemilikan tanah.

®oo oo

(2) Permohonan mengajukan APB sebagaimana dimaksud pada
Pasal 75 ayat (1) huruf b, harus melampirkan :

a. formulir permohonan pengajuan APB;
b. fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku; dan
c. SLF asli.

Pasal 77

Waktu penyelesaian APB untuk SLF dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut :

a. Untuk permohonan salinan diterbitkan paling lama 15 (lima belas)
hari kerja sejak permohonan diterima; dan

b. Untuk permohonan legalisir diterbitkan paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 78

Waktu penyelesaian penerbitan SLF dan APB untuk SLF sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 77 tidak berlaku apabila
berdasarkan hasil penelitian teknis atau uji coba masih memerlukan
perbaikan/penyempurnaan dan/atau persyaratan penerbitan SLF atau
APB untuk SLF masih belum dipenuhi, setelah adanya pemberitahuan
tertulis.

BAB VI
PERSETUJUAN RENCANA TEKNIS BONGKAR
Bagian Kesatu
Pelayanan PRTB

Pasal 79

(1) PRTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf ¢ wajib
dimiliki sebelum pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung.

(2) PRTB sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c
dikeluarkan atas setiap perencanaan pembongkaran bangunan
gedung yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan
ketentuan teknis bangunan sebagai dasar dalam pelaksanaan
pembongkaran bangunan gedung.
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Pasal 80

(1) Pembongkaran bangunan gedung yang wajib memiliki PRTB
adalah bangunan gedung yang memiliki ketinggian di atas 8 (delapan)
lantai atau bangunan gedung yang mempunyai struktur khusus.

(2) Apabila masyarakat memerlukan PRTB untuk bangunan gedung

yang tidak diwajibkan dapat dilayani melalui loket pelayanan Suku
Dinas.

Bagian Kedua

Persyaratan PRTB

Pasal 81

Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79
ayat (2) meliputi :

a. fotokopi KTP pemilik tanah dan/atau bangunan (1 lembar);

b. IMB asli beserta gambar lampiran arsitektur;

c. fotokopi surat-surat bukti kepemilikan tanah dan/atau bangunan
(1 lembar);

d. dokumen rencana teknis pembongkaran yang ditandatangani oleh
perencana teknis pemegang IPTB bidang konstruksi sesuai
golongan;

e. surat penunjukan perencana pembongkaran dengan melampirkan
fotokopi IPTB perencana bidang konstruksi sesuai golongan
(1 set),

f. surat penunjukan perencana dan pengawas pelaksanaan
pembongkaran bidang konstruksi sesuai golongan dengan
melampirkan fotokopi IPTB perencana dan pengawas bidang
konstruksi sesuai golongan (1 set);

g. fotokopi IMB bangunan gedung eksisting beserta lampiran gambar
arsitektur bagi yang dipersyaratkan sebanyak (1 set) ;

h. surat penunjukan penyedia jasa pelaksana pembongkaran dengan
melampirkan sertifikat penyedia jasa bagi yang dipersyaratkan
(1 set);

i. surat pernyataan kesanggupan pemilik bangunan untuk memperbaiki
bangunan di sekitarnya apabila terjadi kerusakan akibat dari
pembongkarannya (1 lembar);

J. surat pernyataan bahwa bangunan yang akan dibongkar tidak
dalam sengketa (1 lembar);

k. surat pernyataan bahwa bangunan yang akan dibongkar sudah
dalam keadaan kosong/tidak berpenghuni (1 lembar); dan

|.  persyaratan yang diatur oleh ketentuan lain.

Pasal 82

Dokumen rencana teknis pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 81 huruf d harus memuat sebagai berikut :

kajian kondisi terakhir bangunan;

metode pelaksanaan pembongkaran;
metode pengamanan lokasi pembongkaran;
metode penggunaan alat-alat bongkar;

metode pembuangan sisa-sisa (puing) pembongkaran; dan
manajemen waktu pelaksanaan pembongkaran.

moQ0 oW
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Pasal 83

Apabila pemilik bangunan gedung yang akan membongkar bangunan
gedung berbeda dengan pemilik tanah, maka harus memperhatikan
kesepakatan dan/atau persetujuan dari kedua belah pihak dalam bentuk

perjanjian tertulis.
Pasal 84
Setiap pemilik yang akan membongkar bangunan gedung dan
ditindaklanjuti dengan pembangunan bangunan gedung, permohonan
PRTB dapat dilakukan bersamaan dengan permohonan IMB.
Bagian Ketiga
Waktu Penyelesaian PRTB
Pasal 85
(1) Waktu penyelesaian PRTB bangunan gedung paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak kelengkapan diterima di loket dan dinyatakan
memenuhi persyaratan secara teknis dan administratif.
(2) Waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

berlaku apabila dari hasil penelitian teknis masih memerlukan
perbaikan dan/atau penyempurnaan, setelah adanya pemberitahuan

tertulis.
BAB VI
IZIN PELAKU TEKNIS BANGUNAN
Bagian Kesatu
Pelayanan IPTB
Pasal 86
(1) IPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d
digunakan pada setiap kegiatan penyelenggaraan bangunan
gedung yang meliputi pekerjaan perencanaan, pengawasan
pelaksanaan, pemeliharaan dan pengkajian teknis bangunan.
(2) IPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada

tenaga ahli yang menguasai bidang pekerjaan dan keahlian serta

menguasai ketentuan tentang penyelenggaraan bangunan gedung
di Daerah.

Pasal 87

Pelayanan IPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) terdiri
dari :

a. permohonan baru; dan
b. permohonan perpanjangan.

Pasal 88

Permohonan IPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 terdiri dari
bidang pekerjaan sebagai berikut :

a. perencana;
b. pengawas pelaksana;
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pengkaji teknis; dan
pemelihara.

Pasal 89

IPTB yang masa berlakunya telah habis lebih dari 3 (tiga) bulan pada

saat pengajuan permohonan perpanjangan, dinyatakan sebagai
permohonan baru.

(1)

(2)

(2)

Bagian Kedua
Persyaratan Permohonan IPTB
Pasal 90

IPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a diterbitkan
berdasarkan permohonan melalui loket pelayanan Dinas setelah
memenuhi persyaratan administrasi.

Permohonan IPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. fotokopi ijazah yang dilegalisir atau membawa ijazah asli untuk
diperlihatkan;

b. fotokopi KTP yang masih berlaku;

c. fotokopi Kartu Tanda Anggota tahun berlaku dari Asosiasi
Profesi (dengan menunjukkan aslinya);

d. rekomendasi dari Asosiasi Profesi (mencantumkan bidang
keahlian, bidang pekerjaan dan golongan) dan/atau fotokopi
sertifikat keahlian;

e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan

f. pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm (tiga kali empat sentimeter)
sebanyak 2 (dua) lembar.

Bagian Ketiga
Perpanjangan IPTB
Pasal 91

Permohonan perpanjangan IPTB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 87 huruf b dapat diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
sebelum habis masa berlakunya.

Permohonan perpanjangan IPTB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui loket pelayanan Dinas dengan melampirkan
persyaratan sebagai berikut :

a. |PTB asli;

b. fotokopi KTP yang masih berlaku;

c. rekomendasi dari Asosiasi Profesi (mencantumkan bidang
keahlian, bidang pekerjaan dan golongan) dan/atau fotokopi
sertifikat keahlian;

d. fotokopi Kartu Tanda Anggota Asosiasi Profesi tahun berlaku
(dengan menunjukkan aslinya); dan

e. pas foto ukuran 3 x 4 cm (tiga kali empat sentimeter) sebanyak
2 (dua) lembar.
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Bagian Keempat
Waktu penyelesaian IPTB
Pasal 92

Waktu penyelesaian IPTB paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
kelengkapan diterima di loket dan dinyatakan memenuhi persyaratan
secara teknis dan administratif.

Bagian Kelima
Pelayanan Administratif IPTB
Pasal 93
Pelayanan administratif IPTB terdiri dari :

a. legalisasi IPTB; dan
b. salinan IPTB

Pasal 94

(1) Untuk mengajukan legalisasi IPTB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 93 huruf a, pemegang IPTB harus memperlihatkan IPTB asli.

(2) Permohonan legalisasi IPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diajukan melalui loket pelayanan Dinas dengan memenuhi
ketentuan antara lain :

a. legalisasi dapat diwakilkan apabila dilengkapi dengan surat
kuasa bermeterai dengan memperlihatkan IPTB asli; dan

b. membawa dan menyerahkan dokumen-dokumen lampiran
berupa fotokopi IPTB yang sudah terpakai (dilengkapi nama
dan alamat proyek).

Pasal 95

Waktu penyelesaian legalisasi IPTB paling lama 5 (lima) hari kerja sejak
kelengkapan diterima di loket dan dinyatakan memenuhi persyaratan.

Pasal 96

(1) Pembuatan salinan IPTB sebagai pengganti IPTB yang hilang atau
rusak.

(2) Persyaratan kelengkapan untuk memperoleh salinan IPTB :

formulir permohonan;

fotokopi KTP;

fotokopi Kartu Tanda Anggota dari Asosiasi Profesi;
bukti pengumuman kehilangan di media massa; dan
surat keterangan hilang dari Kepolisian 1 (satu) lembar.

Coo0oo

Pasal 97

Waktu penyelesaian pembuatan salinan IPTB paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja sejak kelengkapan diterima di loket dan dinyatakan memenubhi
persyaratan.
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 98

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur
Nomor 76 Tahun 2000 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan
Bangunan, Izin Penggunaan Bangunan dan Kelayakan Menggunakan
Bangunan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 99
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKTA JAKARTA,

pada tanggal 2 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

il

FADJAR PANJAITAN

NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN

2012

NOMOR 131



Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 129 TAHUN 2012
Tanggal 17 September 2012

PEMBERIAN PELAYANAN DI BIDANG PERIZINAN BANGUNAN

No. Form Judul

1. Form 1.1 | Persyaratan Gambar Arsitektur Untuk Permohonan IMB

2. Form .2 | Persyaratan Gambar Struktur Untuk Permohonan IMB

3. Form |.3 | Persyaratan Gambar Instalasi Untuk Permohonan IMB

4. Form 1.4 | Standar Skala Gambar, Ukuran dan Kop Kertas Gambar

5. | Form ll.1 | Persyaratan As Built Drawing Arsitektur Untuk Permohonan SLF
i 6. : Form 1.2 | Persyaratan As Built Drawing Struktur Untuk Permohonan SLF
IT ¥ Form I1.3 | Persyaratan As Built Drawing Instalasi Untuk Permohonan SLF

8. | Form lll.1 | Prosedur Pelayanan IMB

9. | Form lll.2 | Prosedur Pelayanan SLF
| 10. | Form lIl.3 | Prosedur Pelayanan IPTB

11. | Form lll.4 | Prosedur Pelayanan PRTB

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKODTA JAKARTA,




Form 1.1

PERSYARATAN GAMBAR ARSITEKTUR UNTUK PERMOHONAN IMB

A. KELENGKAPAN GAMBAR

Kelengkapan gambar Arsitektur dalam rangka Permohonan Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) dipersyaratkan sedikitnya meliputi :

lenis Gambz

1. | Gambar Situasi atau Site Plan Vv v
2. | Gambar Keyplan v V
3. Gambar Denah setiap lantai v v
4. Gambar Tampak minimal 2 arah v v
5 Gambar Potongan minimal 2 arah v v
6. | Gambar Detail Sumur Resapan Air Hujan" v v
7. | Gambar Pagar bagian depan v

8. | Gambar Perspektif v
9. | CD file elektronik gambar dalam format CAD v

*) bagi yang dipersyaratkan
Catatan :

a) Gambar denah kunci (keyplan) diperlukan untuk bangunan bermassa banyak dan
denah dibuat per unit/bangunan/massa

b) Gambar perspektif terutama digunakan untuk keperluén pertimbangan Tim Ahli melalui
Sidang Tim Penasihat Arsitektur Kota (TPAK)

B. PERSYARATAN KUALITAS PENYAJIAN
1. Gambar Situasi :
a. Situasi keseluruhan tapak dengan massa-massa bangunan yang ada harus
tergambar jelas, termasuk jalan di seputar tapak;
b. Bagian massa bangunan yang dimohon harus jelas dengan dibefi notasi letra lebih
gelap;

c. Bagian massa bangunan yang harus tergambar pada gambar situasi adalah lantai
dasar bangunan yang dimohon;

d. Batas tanah, Garis Sempadan Jalan (GSJ) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB)
harus jelas tergambar;

e. Pola sirkulasi di seputar bangunan (kendaraan dan orang termasuk pedestrianisasi)
harus jelas tergambar;
Pola parkir pada tapak bangunan harus tergambar jelas:

. Pola hijau taman (lansekap) pada tapak bangunan harus tergambar jelas;

. Arah mata angin Utara dengan simbol yang mudah dipahami harus tergambar jelas;

Peil halaman, jalan dan lantai bangunan harus ternotasi dengan jelas;

o B ™



j- Sumur resapan (bagi yang dipersyaratkan) harus ternotasi dengan jelas; dan
k. Ukuran-ukuran dengan skala yang sesuai, nama penggunaan fungsi lahan/ruang
harus ternotasi dengan jelas.

2. Gambar Denah :
a. Penamaan penggunaan ruang harus ternotasi dengan jelas;
b. Notasi pada penyajian gambar, seperti : dinding penuh, partisi, pintu, jendela, garis
batas lantai dan sebagainya harus tergambar dengan jelas;
c. Ukuran/ketinggian peil lantai pada setiap perubahan ketinggian lantai harus
ternotasi dengan jelas;
d. Ukuran-ukuran ruang harus ternotasi dengan jelas;

e. Batas tanah, Garis Sempadan Jalan (GSJ) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB)
pada denah lantai dasar harus tergambar jelas;

f. Batas tanah dan Garis Sempadan Bangunan (GSJ) pada denah lantai basement
harus tergambar jelas;

g. Penamaan dan posisi as-as yang digunakan untuk disesuaikan dengan potongan
(untuk bangunan bukan rumah tinggal) harus ternotasi dengan jelas; dan

h. Untuk bangunan selain fungsi hunian rumah tinggal harus tergambar dengan jelas
notasi jalur evakuasi bencana dan aksesibilitas penyandang disabilitas.

3. Gambar Tampak :
a. Penggunaan bahan/material pada bidang tampak/dinding misalnya kaca, aluminium,
batu alam, genteng dan sebagainya) harus ternotasi dengan jelas; dan

b. Posisi elemen dinding (pintu, jendela, dsb) sesuai denah harus tergambar jelas.

4. Gambar Potongan :
a. Bagian penting pada bangunan (seperti : tangga, ramp, perbedaan ketinggian lantai
dan sebagainya) harus tergambar jelas;
b. Ukuran-ukuran (panjang/lebar, ketinggian dan sebagainya) harus tergambar jelas;
c. Perpotongan denah sesuai as harus tergambar jelas; dan

d. Nama ruang dan as pada denah yang terpotong harus tergambar jelas.

5. Gambar Detail Sumur Resapan Air Hujan :

a. Penampang sumur resapan air hujan lengkap dengan bagian bangunan harus
tergambar jelas; dan

b. Tampak atas sumur resapan air hujan lengkap dengan ukuran harus tergambar
jelas.



6. Gambar Pagar bagian depan :
a. Bahan/material yang digunakan harus tergambar jelas; dan

b. Ukuran pagar dengan skala yang sesuai harus tergambar jelas.

7. Gambar Perspektif :

a. Perspektif bangunan harus dapat menggambarkan karakteristik arsitektur bangunan
gedung; dan

b. Posisi atau tata letak bangunan dalam tapak tergambarkan dengan jelas.



PERSYARATAN GAMBAR STRUKTUR UNTUK PERMOHONAN IMB

A. KELENGKAPAN GAMBAR

Form 1.2

Kelengkapan gambar struktur dalam rangka Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
dipersyaratkan sedikitnya meliputi :

NO

KELENGKAPAN BERKAS STRUKTUR

JENIS BANGUNAN

Rumah Tinggal

Bukan Rumah
Tinggal < 8 It

Bukan Rumah
Tinggal > 8 It

Tanpa
Bsmt

Dengan
Bsmt

Tanpa
Bsmt

Dengan
Bsmt

Tanpa
Bsmt

Dengan
Bsmt

WK -

Gambar arsitektur lulus TPAK
Laporan Penyelidikan Tanah

Laporan dan Evaluasi hasil Load Test

Gambar Perencanaan Struktur Bawah
- Daftar Gambar

- Standard Detail

- Denah Galian

- Metode Galian

- Rencana Dewatering

Denah dan Detail Dinding Penahan
Tanah

- Ground Anchor

- Denah Pondasi

- Detail Pondasi

- Denah Pile Cap dan Tie Beam

- Detail Pile Cap dan Tie Beam

- Denah dan Detail Dinding Basement

Laporan Perencanaan Struktur Bawah
- Daftar Gambar

- Standard Detail

- Denah Galian

- Metode Galian

- Rencana Dewatering

Denah dan Detail Dinding Penahan
Tanah

- Ground Anchor

- Denah Pondasi

- Detail Pondasi

- Denah Pile Cap dan Tie Beam

- Detail Pile Cap dan Tie Beam

- Denah dan Detail Dinding Basement

Soft copy input dan output analisis
dalam bentuk CD

Gambar Perencanaan Struktur Atas
- Daftar Gambar

- Standard Detail

- Denah Pelat Lantai

- Detail Pelat Lantai

- Denah Balok

- Detail Penulangan Balok

- Diagram Balok

- Denah Kolom

- Detail Penulangan Kolom

- Diagram Kolom

- Denah Shear Wall

- Detail Penulangan Shear Wall

- Detail Tangga

- Denah Struktur Atap

- Detail Struktur Atap

X
X

X

KX XXXXX X XXX XX X XXXXXX X XXX XX

HKXHKHXHKHKXXHKXXXX XXX

X
J

X

M ol MM L LN W NN LM Ll Ll WD D WA

b b 4 4 b JP BRSSP NP S

v
v

X

M X L L XK XK KKK L L XKLLl WX HKHKXNXK

L d L L L L L LA L L LS L L

v
<

X

SE Bl e B . Bl o B B B BB E b B BB

L L L L L L L 2 L L L 2L L L

v
v

v

Z. M LL L 2 D M MMM L L L K L2 2L K K KKK LL

L L L bl L 2L L L L L

v
v

v

< 2 2L 2 L 2L D L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

L L L L L L L 2L L L L L L L




NO | KELENGKAPAN BERKAS STRUKTUR

JENIS BANGUNAN

Rumah Tinggal

Bukan Rumah
Tinggal <8It

Bukan Rumah
Tinggal >8It

Tanpa
Bsmt

Dengan
Bsmt

Tanpa
Bsmt

Dengan
Bsmt

Tanpa
Bsmt

Dengan
Bsmt

Denah dan detail struktur baja
Detail sambungan/simpul

8 | Laporan Perencanaan Struktur Atas :

Pembebanan

Perhitungan struktur sekunder (yang

mempunyai pengaruh signifikan dan

bisa membahayakan publik)

Penentuan gaya gempa

Plot geser tingkat (story drift)

Model struktur utama 3 dimensi

Data input

Output analisis struktur yang dianggap

penting

Perhitungan elemen-elemen struktur

beton bertulang:

a. Perencanaan balok

b. Perencanaan kolom

c. Perencanaan shearwall

Untuk struktur yang menggunakan

sistem pratekan :

a. Penjelasan sistem yang dipakai

b. Penentuan gaya pratekan

c. Stage of Prestressing

d. Kontrol penampang balok/slab
pratekan terhadap gaya-gaya
yang terjadi, termasuk efek gaya
dalam sekunder akibat pratekan

Untuk struktur yang menggunakan

baja profil :

a. Kontrol tegangan

b. Analisis sambungan

Desain kapasitas (Capacity Design)

Kontrol pertemuan balok-kolom

(beam column joints)

Analisis pelat lantai

Analisis struktur tangga

Perhitungan lantai basement

Reaksi untuk pondasi

X XX XX XX XXX

xX X X

XX AKX

2. 2. XXX o2 2. MWK

X £ 2

X X XX

MY XX XK X

2. L 2 X £ 2L L L L

L L L

L L L L

2 b 2 2. X KL 2

2. L2 X < L L L L L

L L L

a2 k2 L

L M L L A L2 2

L L L L L L 2L L L L

2 L

el b

L L L 2L L L 2L 2

L L L L L L L L L L

Z_ £ 2L

L L L L

L X 2L 2. L L2 2L

Catatan :

a)
b)

c)

d)

Metode galian diperlukan apabila jumlah basement 2 2 lantai.

Rencana dewatering diperlukan apabila menggunakan dewatering.

Denah dan detail dinding penahan tanah diperlukan apabila menggunakan dinding
penahan tanah.

Rencana dan gambar detil ground anchor diperlukan apabila dinding penahan tanah
menggunakan ground anchor.

Perencanaan, denah dan detail penulangan shear wall diperlukan apabila
menggunakan shear wall.

Detail tangga diperlukan apabila menggunakan tangga.

Denah dan detail struktur baja serta detail sambungan/simpul diperlukan apabila
bangunan menggunakan struktur baja.




B. PERSYARATAN KUALITAS PENYAJIAN

1. Gambar struktur agar mencantumkan spesifikasi struktur seperti :
- Mutu beton;
- Mutu tulangan beton;
- Mutu profil baja;
- Mutu beton prategang/prestress; dan
- Mutu sambungan (baut, las, dll).

2. Ukuran jarak yang digunakan pada gambar dan laporan dalam satuan sentimeter (cm)
atau milimeter (mm)

3. Laporan perencanaan struktur agar memuat :

- daftar isi serta penomoran bab dan halaman;
- kriteria desain;

- peraturan-peraturan yang digunakan dalam desain;
- mutu material yang dipakai; dan
- penjelasan langkah perencanaan struktur.
4. Ringkasan dan penjelasan dalam laporan perencanaan struktur dibuat menggunakan
bahasa Indonesia.



Form 1.3

PERSYARATAN GAMBAR INSTALASI UNTUK PERMOHONAN IMB

Kelengkapan gambar Instalasi dalam rangka Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
dipersyaratkan sedikitnya meliputi :

B
£5

Bt : ol b
fungsi hunian (RT tunggal, RT deret, RT susun,
RT sementara)

...s/d 1000 m* X X x X x X
> 1000 m* v Kl v X X X
bila menggunakan TDG

fungsi usaha (perkantoran,perdagangan,

perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi,

terminal dan tempat penyimpanan)

...s/d 500 m* X X X X X X
> 500 m* dan > 4 lapis v v v N v
bila menggunakan AC sentral vV

bila memiliki tangga kebakaran tertutup v

bila menggunakan TDG N

pusat perdagangan (komersial)

...s/d 500 m* X X X X X X

> 500 m* dan > 4 lapis

bila menggunakan AC sentral v

bila memiliki tangga darurat tertutup v

bila menggunakan TDG v

industri

industri secara umum v v N

x
bl
x

>800m vV N N v X X

bila menggunakan AC sentral N

bila menggunakan TDG v
hotel

hotel secara umum N N v
> 4 |apis v

<]
2|
2]

> 800 m v v v N

bila menggunakan AC sentral v

bila memiliki tangga darurat tertutup N

bila menggunakan TDG N

wisata
...s/d 200 m*
>200 m©

Terminal
Udara N N v N N N




i ek ‘l".:'_m’.l_

Darat

Laut

>800m

<

bila menggunakan AC sentral

< |

bila menggunakan TDG

Gudang

...s/d 500 m?

x
>

> 500 m*

>800 m

bila menggunakan AC sentral

2: &l ]

bila menggunakan TDG

Rumah Sakit dan Laboratorium

rumah sakit secara umum

> 4 |apis

>800 m

bila menggunakan AC sentral

bila memiliki tangga darurat tertutup

bila menggunakan TDG

Fungsi Sosial (sekolah, rumah ibadah, sarana
olahraga, museum)

...s/d 500 m*

> 500 m* dan > 4 lapis

bila menggunakan AC sentral

bila memiliki tangga kebakaran tertutup

bila menggunakan TDG

>800m

Pelayanan Umum

...s/d 500 m*

> 500 m“ dan > 4 lapis

bila menggunakan AC sentral

bila memiliki tangga kebakaran tertutup

bila menggunakan TDG

>800m




STANDAR SKALA GAMBAR, UKURAN DAN KOP KERTAS GAMBAR

A. SKALA GAMBAR DAN UKURAN KERTAS

Form 1.4

Skala yang digunakan pada gambar arsitektur, struktur dan instalasi diatur sesuai

tabel di bawah ini.

Key plan - 1:; :1000

Site Plan 1:200; 1:200; 1:500; 1:1000

Denah 1:100; 1:200 1:100; 1:200; 1:300

Tampak 1:100; 1:200 1:100; 1:200; 1:300

Potongan 1:100; 1:200 1:100; 1:200; 1:300

Detail 1:10; 1:20; 1:50 1:10; 1:20; 1:50
Catatan :

a) Skala gambar dibuat proporsional dengan luas bangunan dan ukuran kertas.

b) Keyplan dapat menggunakan skala lebih kecil atau tanpa skala dan dibuat pada lembar
yang sama dengan gambar denah.

c) Site plan dapat dibuat pada kertas ukuran A1 atau A0 untuk bangunan yang karena
luasnya membutuhkan ukuran kertas lebih besar.

d) Gambar denah, tampak dan potongan diarahkan agar memiliki skala yang sama.

B. KOP KERTAS GAMBAR

Kop kertas gambar arsitektur, struktur dan instalasi dengan ukuran kertas A2 diatur
sesuai gambar di bawah ini.
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C. KETERANGAN PADA KOP GAMBAR

Keterangan-keterangan yang periu dimuat pada bagian kop gambar diarahkan mengikuti
gambar di bawah ini :



KOP GAMBAR IMB KOP GAMBAR SLF

GAMBAR PERENCANAAN GAMBAR AS BUILT
|KETERANGAN KETERANGAN
NAMA PEMILIK BANGUNAN NAMA PEMILIK BANGUNAN
NAMA PERENCANA NAMA PENGAWAS/PEMELIHARAPENGKAJI TEKNIS
NAMA BANGUNAN NAMA BANGUNAN
LOKAS| BANGUNAN LOKASI BANGUNAN
JL. JL
KEL. KEL
KEC. KEC.
KOTA ADMINISTRASI KOTA ADMINISTRASI
JUDUL GAMBAR = |JUDUL GAMBAR
SKALA GAMBAR SKALA GAMBAR
NO.GAMBAR  JMLH LEMBAR NO.GAMBAR  JMLH LEMBAR




Form I1.1

PERSYARATAN AS BUILT DRAWING ARSITEKTUR UNTUK PERMOHONAN SLF

A. KELENGKAPAN GAMBAR

Jenis Bangunan
NO. Jenis Gambar RT Bukan RT Bukan RT
< 8 lantai > 8 lantai
1. | Gambar Situasi atau Site Plan v v vV
2. | Gambar Keyplan v v v
3. | Gambar Denah setiap lantai Vv v Vv
4. | Gambar Tampak minimal 2 arah v v v
5. | Gambar Potongan minimal 2 arah v vV vV
6. Gambar Pagar bagian depan V X X
7. | CD file elektronik gambar dalam format CAD X v Vv

B. PERSYARATAN KUALITAS PENYAJIAN

i

a.

Site Plan :

Situasi keseluruhan tapak dengan massa-massa bangunan yang ada harus tergambar jelas
berikut kondisi lingkungan, seperti jalan di seputar tapak dan penghijauan;

b. Bagian massa bangunan yang dimohon harus jelas dengan diberi notasi letra lebih gelap;

o

a.

Gambar situasi harus dapat menunjukkan orientasi bangunan;

. Batas tanah, Garis Sempadan Jalan (GSJ) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) harus

jelas tergambar,;

. Lay out pola parkir pada tapak bangunan harus tergambar jelas; dan

Pola sirkulasi di seputar bangunan (kendaraan dan orang termasuk pedestrianisasi) harus
jelas tergambar.

Denah :

Penggunaan atau fungsi ruang, organisasi ruang serta notasi pintu, jendela, tangga,
dinding permanen dan dinding partisi harus jelas tergambar,;

b. Penamaan penggunaan ruang, penamaan lantai harus ternotasi dengan jelas;
c. Peil lantai terhadap peil halaman (permukaan tanah) atau + 0,00 serta ukuran/ketinggian

a.

b.

peil lantai pada setiap perubahan ketinggian lantai harus ternotasi dengan jelas;

. Untuk bangunan bukan rumah tinggal, agar diberi koordinat atau penamaan as kolom

setidaknya pada kolom-kolom utama. Penamaan dan posisi as-as yang digunakan untuk
disesuaikan dengan potongan harus ternotasi dengan jelas; dan
Ukuran-ukuran yang menunjukkan luasan dimensi ruang harus ternotasi dengan jelas.

Tampak :

Gambar tampak harus dapat menunjukkan bentuk muka bangunan dari berbagai sisi yang
dapat terlihat;

Penggunaan bahan/material pada bidang tampak/dinding (misalnya kaca, aluminium, batu
alam, genteng dan sebagainya) harus ternotasi dengan jelas;




c. Tampak bangunan harus dapat memperlihatkan skala bangunan terhadap lingkungan
sekitar, misalnya manusia, pepohonan atau mobil; dan

d. Judul gambar serta skala gambar harus ternotasi dengan jelas.

Potongan

a. Potongan bangunan harus dapat menunjukkan ketinggian lantai bangunan dari pondasi
sampai titik teratas bangunan;

b. Kontur ketinggian tanah yang terpotong harus digambarkan;

c. Jenis dan ukuran pondasi harus tergambar dengan jelas;

d. Keterangan penamaan lantai dan penggunaan ruang harus dicantumkan sesuai kondisi
lapangan;

e. Material pembentuk bangunan harus tergambar; dan

f. Potongan dilakukan pada bagian bangunan yang penting, terutama pada bagian yang
dapat menunjukkan perbedaan ketinggian lantai dan ruang.



Form 11.2
PERSYARATAN AS BUILT DRAWING STRUKTUR UNTUK PERMOHONAN SLF

A. KELENGKAPAN GAMBAR
A.1. SLF Pertama

A.2. Perpanjangan SLF

1. | Struktur Utama:
- Struktur utama dan sloof
Struktur kolom

Struktur balok

Struktur plat lantai
Struktur atap

'

L L 2L 2
L L £ £
L £ 2 2L

2. | Struktur Lainnya: (bila dipersyaratkan)
- Struktur basement V
- Struktur dinding geser (shear wall/core -
wall)
- Struktur pengaman parkir gedung -
(dinding parapet)
- Struktur kanopi \
- Struktur tangga v
- Struktur helipad -
- Struktur dinding penahan tanah -

2 &L L £
L L 2L £ < AT

Z_

3. | Untuk bangunan yang memiliki struktur
khusus seperti pabrik atau gudang:

- Struktur cerobong asap/box frame/tower - | -
- Struktur crane/alat angkat - v -

B. PERSYARATAN KUALITAS PENYAJIAN
Gambar struktur agar mencantumkan spesifikasi struktur seperti :
- Mutu beton
- Mutu tulangan beton
- Mutu profil baja
- Mutu beton prategang/prestress
- Mutu sambungan (baut, las, dll)



Form I1.3

PERSYARATAN AS BUILT DRAWING INSTALASI UNTUK PERMOHONAN SLF

A. KELENGKAPAN GAMBAR
A.1. SLF Pertama
Untuk bangunan yang baru selesai dibangun, persyaratan gambar instalasi
sesuai dengan persyaratan gambar instalasi IMB namun untuk SLF Pertama,

gambar yang digunakan adalah gambar as built.

A.2. Perpanjangan SLF
Persyaratan gambar untuk bangunan menetapkan yang baru dimohonkan
SLF nya sesuai dengan persyaratan gambar untuk bangunan yang telah memiliki
SLF Pertama dan akan dimohonkan Perpanjangan SLF nya, yaitu sebagai berikut :

Jenis Bangunan
No. Jenis Gambar RT | Bukan RT | Bukan RT
=4 lantai | >4 lantai
1. Listrik Arus Kuat (LAK) :
Diagram skematik distribusi listrik V N \
Gambar sistem penyalur petir v v
2, Listrik Arus Lemah (LAL) :
Diagram skematik sistem fire alarm vV
Diagram skematik sistem tata suara v
3. Sistem Drainase dan Pemipaan (SDP) :
Diagram skematik sistem air bersih N vV
Diagram skematik sistem air kotor/kotoran/air hujan V |
Diagram skematik sistem pemadam kebakaran vV v
4, Tata Udara Gedung (TUG) :
Diagram skematik sistem pendingin udara v
Diagram skematik pressurize fan v
Diagram skematik exhaust fan v
8. Transportasi Dalam Gedung (TDG) :
Diagram skematik lift v

B. PERSYARATAN KUALITAS PENYAJIAN
1. Diagram skematik distribusi listrik harus memuat dengan jelas :

— sumber daya PLN

genset dan kapasitasnya

transformator dan kapasitasnya

jenis dan ukuran kabel

beban-beban listrik yang terpasang

2. Gambar sistem penyalur petir harus memuat dengan jelas :

Gambar sistem pembumian

Gambar sistem proteksi petir dan bak kontrol

Jenis dan ukuran kabel penghantar

Jenis dan ukuran tahanan elektroda pembumian



Diagram skematik sistem fire alarm harus menggambarkan dengan jelas :

Titik-titik detektor (smoke dan heat)
Titik-titik tata suara alarm
Titik-titik bell alarm

Diagram skematik sistem tata suara harus menggambarkan dengan jelas :

Titik-titik tata suara

Diagram skematik sistem air bersih harus memuat dengan jelas :

Titik-titik distribusi air bersih ke tiap lantai
Jenis dan ukuran pipa yang digunakan
Kapasitas ground water tank

Kapasitas roof tank

Jenis dan kapasitas pompa transfer

Diagram skematik sistem air kotor/kotoran/air hujan harus memuat dengan jelas :

Titik-titik distribusi ke wadah pengolahan
Jenis dan ukuran pipa yang digunakan
Kapasitas wadah pengolahan

Titik-titik sumur resapan

Diagram skematik sistem pemadam kebakaran harus memuat dengan jelas :

Titik-titik hydrant gedung dan halaman
Titik-titik sprinkler
Kapasitas head pompa

Kapasitas air cadangan kebakaran

Diagram skematik sistem pendingin udara harus memuat dengan jelas :

Titik-titik indoor unit dan outdoor unit tiap lantai (jika ada)
Jumlah chiller unit (jika ada)

Jumlah cooling tower (jika ada)

Titik-titik Air Handling Unit dan fan coil unit (jika ada)
Titik-titik diffuser unit

Diagram skematik pressurize fan harus memuat dengan jelas :

Titik penempatan alat
Spesifikasi alat
Titik-titik grille



10. Diagram skematik exhaust fan harus memuat dengan jelas :
— Titik penempatan alat
— Spesifikasi alat
— Titik-titik grille

11. Diagram skematik lift harus memuat dengan jelas :
— zoning pelayanan lift
— ruang mesin

— data spesifikasi teknis



IMB BARU, TAMBAHAN DAN PERUBAHAN

PROSEDUR PELAYANAN IMB

Pengajuan
Permohonan
IMB

Pemeriksaan
Kelengkapan

/

Tidak

Lengkap?
Ya

Penilaian
Administrasi

Pemeriksaan
Lapangan

LB

Pemberitahuan

Tidak

Perlu

Perbaikan

Tidak

Form lil.1

Tindakan
Penertiban

Penilaian
Teknis

Perhitungan

Ya

Melanggar

N

a Ketentuan

Persetujuan
Teknis

Retribusi

Pembayaran
Retribusi

|

/@)sm

IMB

Penetapan
IMB




II. IMB DENGAN IZIN PENDAHULUAN

Pengajuan 2 Pemeriksaan
Permohonan IMB kelengkapan !
Tidak
Lengkap
Ya
Penilaian
Administrasi
Pemberitahuan |

Pengajuan i

Pemeriksaan
Lapangan

Melanggar

Persetujuan Teknis
Arsitektur

v

Persetujuan Teknis

Permohonan IP | 1 i Struktur
‘ |
} Perhitungan
f Retribusi IP |
i _ Pondasi/Struktur | |
! N |
Pembayaran. /2 | SKRD IP ‘
/ Retribusi IP / * Pondasi/Struktur
g
Penyusunan Perbal 3
Izin Pendahuluan ( ! dan Penetapan P |
|
Pondasi/Struktur /
L ‘ Persetujuan Teknis
; Instalasi
| Pemeriksaan ;
| kelengkapan untuk :
IMB !
{ Perhitungan
1 Retribusi IMB

| N
Pembayara_an | SKRD IMB
. Retribusi [ \]/
L=
I

Penyusunan Perbal
dan Penetapan IMB

Tindakan
Penertiban




Pengajuan
Permohonan IMB

\ 4

F 3

Penilaian Administrasi

Persetujuan Teknis

Arsitektur

Y

Penilaian Teknis

Pondasi

tidak
Lengkap?
ya
- Penilaian Administrasi
Pemberitahuan
i
Pembayaran Perhitungan Retribusi &
Retribusi = Penetapan SKRD
Y
Pemeriksaan SKRD
= tervalidasi (bukti bayar)
tidak

ya

I—l

Pemeriksaan
Lapangan

Melanggar

tidak

Persetujuan
Teknis Pondasi

Penyusunan Perbal IP Pondasi

A

IP Pondasi |

Penetapan Kep. IP Pondasi

ya

Tindakan
Penertiban




“I-

IMB MENETAPKAN

s B T e
Permohonan Kelengkapan
IMB
N
Tidak
Lengka
Penilaian
Ya Kelaikan
Penilaian
Administrasi ‘L
Pemeriksaan
Lapangan
-
Perlu Tindagan
Perbaikan Penertiban
Pemberitahuan = =

Melanggar
Ketentuan

Penilaian
Teknis
Perlu
s Memenuhi?
Ya
Pembayaran Perhit}lnggn Persetujuan
Retribusi Retribusi Teknis
SKRD
\
Penetapan
SLF SLF
L-—.__—/__-
N
Penetapan
= IMB
u—




Form I11.2

PROSEDUR PELAYANAN SLF

I.  SLF | PROSES DINAS

Pengajuan Pemeriksaan
Permohonan > Kelengkapan
IMB
N
Tidak
Lengkap
Ya
Penilaian ) Pemeriksaan
Administrasi Lapangan
Tindakan
Ya Penertiban
. Tidak K
Pemberitahuan Penilaian
Teknis

emenuhi?

Perlu Melanggar
Perbaikan Ketentuan
MY

Ya
Persetujuan
Teknis
Perhitungan
Retribusi  [€

L

Pembayaran SKRD
Retribusi

y

Penetapan
IMB

IMB

A




Il. SLF PERTAMA, PERPANJANGAN SLF PROSES SUDIN &
PERPANJANGAN SLF PROSES DINAS

Pengajuan Pemeriksaan Ket. Selesai
Permohonan SLF [ Kelengkapan [€ Membangun
T Tidak
. {Lengkap?
Ya
Penilaian
Administrasi
Ya Pemeriksaan
Lapangan
Pemberitah < L I
emberitahuan (& Tin
Penertiban
Penilaian
Teknis
Penetapan Persetujuan
SLF < SLF T Teknis




IPTB BARU

PROSEDUR PELAYANAN IPTB

Pengajuan
Permohonan IPTB

Pemeriksaan
Kelengkapan

[

Tidak

Ya

Penilaian
Administrasi

v

Form I11.3

Nota Dinas
Permintaan
Rekomendasi

Pemberitahuan
.
” Penetapan
B € IPTB
L
Il. PERPANJANGAN IPTB
Pengajuan Pemeriksaan
Permohonan IPTB > Kelengkapan
N
Ladsk Lengkap?
Ya
Penilaian -
Administrasi
¢ Memenubhi
Pemberitahuan Ya
Penetapan
A ——p—
1B IPTB

Nota Dinas
Rekomendasi
Bidang Terkait



PROSEDUR PELAYANAN PRTB

Ya

Pengajuan -
Permohonan Pemeriksaan
PRTB Kelengkapan
T Tidak Ya Pemeriksaan
Lengkap? Lapangan
v
Melanggar?
Tidak
Y
Penilaian
Teknis
Perlu
Pemberitahuan (€ Perbaikan e P———
J
Ya
Penetapan Persetujuan
e PRTB (€ Teknis
J

Form Ill.4

Tindakan
Penertiban







